PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari Nu. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, (& Agustus 2019

Kepada .
Nomor 440/ 23186 /436.7.2/2019 Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Se Kota
Sifat . Penting Surabaya
Lampiran - 2. Penanggung Jawab Klinik
Hal . Pemberitahuan Surat Edaran Utama Se Kota Surabaya
Gubernur Jawa Timur 3. Penanggung Jawab Klinik
. Pratama Se Kota Surabaya
di -
SURABAYA
Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22
Juli 2019, Nomor 560/ 15005 / 012/ 2019 Perihal Pelaksanaan Program
BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Perusahaan,
dengan ini mohon untuk mengikutsertakan seluruh pekerja Saudara dalam
program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terfampir.
Demikian untuk menjadi perhatian
INAS,
W _L:\
|
% bJ I
: gmanita, MA
PembingAltgma Muda
. ] o
Tembusan Yih s %-19&5{%%51992032905
1. Ketua PERSI Kota Surabaya i

2. Ketuz PKF! Kota Surabaya
3. Ketua ASKLIN Kota Surabaya

http.//dinkes surabaya go.id , Email | dkk_surabaya@yahoo.com



Homor
cifat
SAmpiran
2erihal

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 2<. Juli 2019

Kepada :
560/ \5CC%/012/2619 Yth. Sdr. Bupati/Wali Kota
PENTING
. Se -
. Pelaksanaan Program BPJS Kesehaten JAWA TIMUR

Dan BPJS Ketenagakernjaan hagi Pek:na
i Perusahaan

SURAT EDARAN

Menindaklanjetr Peraturan Caerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8

Tahur 2016 Tentang Penyelengoa aan Ketenagakerjaan bersama ini

disampaikan sebagal benkut

1. Berdasarkan Undang-uUndang Norior 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial .

Pasal 14 menyebutkan setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja pa'ing singkat (6) bular: di Indonesia, wajib menjadi Peserta
Prograrm Jaminan Sosial;

Pasal 15 ayat {1} meny&butkan pemberi Kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS
sesiai dengan program Jammma Sosial yang diikuti:

Pasal 19 aya: (1. menyebutkan yemberi Kerje wajib memungut Iuran
yang menjad: beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya
kepada BPJS,

Pasal 19 ayat {2) menyebutkan pemberi Kerja wajib membayar dan
menyetor Turan yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPIS;
Pasal 55 menyebutkan nemberi Kerja yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidané penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (saty miliar
rupiah);

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Perahapan  Kepesertaan Program Jaminan Sosial |

Pasal 2 ayal {1 menyebutka: Setap pembert kerja dan pekerja
berhak atas jaminan sosial;
Pasal 2 ayat . 20 menyebutkan Jominan sosiat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1, meiiputt - '
a. Jaminan kesehatan,
boo Jamiran xecelakaan kene,
Jamunan nar tua,
A, laminas pensiun; dan

i, Jemian Kemiauan;



1EMBUSAN ©

Berdasar ketentuan di atas diminta kepada seluruh Bupati/Wali
Rote se Jawa Timur oan Kepala OPD i Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota agar
;. Mensosialisasikan  dan  mendorong  keikutsertaan pekerja dalam
program jaminar sesiai BPJS Ket2nagakerjaan dan BPIS Kesehatan;
CooMenngkatian keposertaan  dalam Programy Jamunan Sosial BPIS
Ketenagahenaan can BPIS Kescnatan baik bagi Pekerja Formal dan
Pesens  ntonta mauden 0 asyarakat lainnya agar dibentuk
iembaga/xavtor  nelavanan  terpacu/terpusat yang berkoordinasi
e nGan BrlS setom 173408,
Memitaslitas: pemopuaran surat teguran kepada perusahaan yang tidak
petul atas kewajibar mengikuthan pekerjanya dalam program BPIS
Ketenagakerjaandan BPIS  Kesehatan atas laporan dari  pihak
BRIS/SP/SR atau lambaga 1dinny:
Berakien ates pornatannys divcapkan terima kasih.
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